








ABSTRAK 

PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI 

SUMATERA SELATAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH 

(PERDA) 

        Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah fungsi 

Legislasi, yaitu  fungsi membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Kepala daerah 

sebagai produk hukum daerah. Pasal 1 angka (2) Ketentuan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan 

bahwa :“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat 

norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh 

lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan 

dalam Peraturan Perundang-undangan”.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Peranan Dewan 

Perwakilam mRakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penyusunan 

Peraturan Daerah (Perda)? Dan Bagaimana Prosedur pembentukan Peraturan Daerah 

(Perda) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan 

peraturan perundang-undangan  ?.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif 

dengan menggunakan bahan hukum sekunder, primer dan tersier. teknik 

pengumpulan bahan hukum sekunder malalui studi pustaka dengan mengkaji 

berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara 

kuakitatif dengan tidak menguji hipotesa lalu kemudian ditarik suatu kesimpulan 

secara deduktif. 

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut bahwa Peranan DPRD Provinsi 

Sumsel Dalam Penyusunan Perda adalah merupakan pelaksanaan fungsi Legislasi 

sebagai fungsi Parlemen untuk membentuk produk hukum yang bersifat mengatur, 

hal ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat 

warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Prosedur 

pembentukan peraturan daerah, dimulai dengan adanya rancangan peraturan daerah 

baik yang diajukan oleh pihak ekskutif maupun pihak legislative malalui hak inisiatif 

DPRD,, lalu kemudian dibahas melalui tingkat-tingkat pembicaraan antara pihak 

ekskutif dan legislative sampai kepada keputusan menerima atau menolak rancangan 

peraturan daerah tersebut. Apabila rancangan peraturan daerah diterima, maka akan 

dilakukan penetapan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembentukan 

Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan berpedoman juga pada Peraturan 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2011 jo Perda Nomor 2 Tahun 

2013 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah.  

 

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa 

Negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang 

mencerminkan bahwa Indonesia adalah Negara yang demokratis karena 

mengikutsertakan rakyatnya dalam suatu pengambilan kebijakan Indonesia 

sebagai Negara hukum mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan 

segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum yang 

selaras dengan sistem hukum nasional Indonesia. Sistem hukum nasional 

Indonesia merupakan suatu gabungan dari beberapa elemen-elemen hukum 

yang saling berkesinambungan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari lingkup terkecil yaitu desa 

sampai lingkup terbesar adalah Negara. Sehingga peraturan yang mengatur itu 

pun berbeda-beda dari setiap lingkupnya. 

Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan 

umum seluruh rakyat, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan 

Negara yang biasanya disebut peraturan perundangan. Semua peraturan 

perundangan yang dikeluarkan pemerintah harus didasarkan dan/atau 

melaksanakan Undang-Undang Dasar daripada Negara Indonesia. Dengan 

demikian semua peraturan perundangan Republik Indonesia dikeluarkan harus 

berdasarkan dan/atau melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 
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Pasal 1 angka (2) di dalam Bab I Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

menyebutkan bahwa : 

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat 

norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 

ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui 

prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. 

Hal tersebut menjelaskan, bahwa perbedaan antara legislasi dan regulasi 

dalam hal ini adalah bahwa kegiatan legislasi dilakukan oleh lembaga 

perwakilan rakyat atau setidak-tidaknya melibatkan peran lembaga perwakilan 

rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan regulasi merupakan 

pengaturan oleh lembaga eksekutif yang menjalankan legislasi dan 

mendapatkan delegasi kewenangan untuk mengatur (regulasi) itu dari legislasi 

yang bersangkutan.1 

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang interdisipliner yang berhubungan 

dengan ilmu politik dan sosiologi tentang pembentukan hukum Negara. Ilmu 

pengetahuan perundang-undangan secara geris besar terbagi ke dalam dua 

bagian yakni teori perundang-undangan (gezetszdebungsteorie) dan ilmu 

perundang-undangan (gezetzgebungzlehrc).2 

Pembentukan peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu 

syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud 

                                                             
1 Jimly Asshiddiqie, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Press, 

Jakarta, hlm. 27-28 
2 Azis Syamsudin, 2011, Praktek dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, Sinar 

Grafika, Jakarta, hlm. 2 
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apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang 

mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-

undangan. Dengan kata lain bahwa pembentukan undang-undang akan 

mendukung proses pembangunan hukum nasional dan memenuhi harapan 

masyarakat jika dilandasi oleh adanya suatu kajian yang memadai dan 

komprehensif melalui prosedur yang tertata dalam tahap-tahap yang tersusun 

dan adanya suatu teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah 

ditetapkan oleh lembaga yang berwenang membentuk undang-undang. 

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan 

hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas : 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d) Peraturan Pemerintah; 

e) Peraturan Presiden; 

f) Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Berbicara jenis peraturan perundang-undangan, kita perlu pemahaman 

lebih dalam terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana 

yang dimaksud di dalamnya lebih menekankan pada ketentuan hierarki atau 

perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada 

asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 
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bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setiap 

jenis peraturan perundang-undangan tersebut di atas memiliki fungsi, tujuan, 

teknik pembentukan yang berbeda-beda, karena dalam pemakaiannya itupun 

berbeda. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa : 

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”. 

Berdasarkan pengertian peraturan daerah tersebut di atas, jelas 

menyebutkan bahwa kedudukan DPRD, baik di tingkat provinsi maupun di 

kabupaten dan kota jelas merupakan lembaga menjalankan kekuasaan legislatif 

di daerah. Di samping itu, pengisian jabatan keanggotaannya juga dilakukan 

melalui pemilihan umum. Baik DPRD maupun Kepala Daerah, yaitu Gubernur, 

Bupati, dan Walikota sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Keduanya 

lembaga legislatif dan eksekutif, sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, dan 

sama-sama terlibat dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah. Karena 

itu, seperti halnya undang-undang di tingkat pusat, peraturan daerah dapat 

dikatakan juga merupakan produk legislatif di tingkat daerah yang 

bersangkutan, dan tidak disebut sebagai produk regulative atau executive acts.3 

Disusunnya badan-badan perwakilan di daerah bukan untuk menyusun 

dan membentuk ataupun mendirikan Negara baru atau merubah Undang-

                                                             
3 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit, hlm. 32-33 
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Undang Dasar 1945 baik sebagian maupun keseluruhan, melainkan untuk 

menegakkan, mempertahankan, mengamalkan dan mengamankan Pancasila 

dan UUD 1945 serta melaksanakan demokrasi.4 

Adanya pembentukan DPRD di daerah dapat pula dikatakan sebagai 

adanya suatu perwujudan dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang 

mana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah yang mana lebih menekankan pentingnya otonomi 

daerah dalam rangka pemerataan pembangunan nasional. Hal ini didasarkan 

pada suatu asumsi yang mana masyarakat daerah yang bersangkutanlah yang 

lebih mengetahui dinamika daerahnya sendiri. 

Pembentukan peraturan daerah itu merupakan suatu pekerjaan yang 

sulit, karena dituntut kesempurnaan seperti dalam hal sistematis, tatanan 

bahasa, istilah dan juga banyaknya berbagai jenis materi yang akan diatur 

sesuai dengan kebutuhan. Suatu peraturan yang baik dalam persiapan 

pembuatannya membutuhkan pengetahuan mendalam dari materi yang akan 

diatur, memiliki kemampuan untuk menemukan inti dari fakta-fakta yang 

sudah tumbuh sejak lama serta mengungkap ke dalam bentuk peraturan yang 

singat dan dengan  bahasa yang jelas. 

Wewenang dalam membuat peraturan daerah terdapat pada 

eksekutif/kepala daerah dan legislatif/DPRD. Dimana masing-masing badan 

baik eksekutif maupun legislatif berhak mengajukan rancangan peraturan 

daerah dan dalam hal penetapan peraturan daerah, kepala daerah harus 

                                                             
4 Kansil, C.S.T., 1979, Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 

12 
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mendapat persetujuan dari DPRD. Peraturan daerah memiliki karakteristik 

yang sifatnya mengatur, yakni mengatur hubungan antara pemerintah daerah, 

masyarakat dan stakeholder local seperti dunia usaha. Peraturan daerah bukan 

hanya mengatur hal-hal yang menyangkut atau berhubungan dengan kehidupan 

politik, sosial dan budaya masyarakat. Daerah kabupaten/kota di Indonesia 

sangatlah banyak, yang memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat yang 

berbeda. Peran pemerintah daerah sangatlah penting dalam mengatur 

masyarakatnya. Oleh karena itu dalam pembuatan peraturan daerah harus 

menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya yang cenderung dinamis. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk  

melakukan penelitian dengan judul : “PERANAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM 

PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH (PERDA)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil 

pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi 

Sumatera Selatan dalam penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) ? 

2. Bagaimana prosedur penyusunan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan ? 
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C. Ruang Lingkup  

Penelitian ini akan dibatasi ruang lingkupnya yang mencakup peranan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan dalam Penusunan 

Paeraturan Daerah (Perda) dan  prosedur penyusunan peraturan daerah 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan.  

D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka 

penulisan ini memiliki tujuan : 

1) Untuk menganalisis dan menjelaskan peranan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan dalam pembentukan 

Peraturan Daerah (Perda). 

2) Untuk menganalisis dan menjelaskan prosedur penyusunan peraturan 

daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

1) Kegunaan Teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya 

dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam 

hukum tata Negara di Indonesia, berkaitan dengan peranan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan dalam 

penyusunan peraturan Daerah dan  proses penyusunan peraturan 
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perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011. 

2) Kegunaan Praktis 

Bagi praktisi hukum, dan pelaksana lembaga pemerintahan atau 

lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif yang ada di Indonesia 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah 

pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses 

penyusunan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

1.1. Teori Disentralisasi 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam 

bentuk tiga asas penyelenggaraan, yaitu asas desentralisasi, asas 

dekonsentrasi dan asas meddebewind (pembantuan). Ketiga asas di atas 

secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip penyelenggaraan Pemerintah 

tersebut mengandung makna, yaitu : 

a. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan. 

b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang 

dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota, dan 

c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah propinsi, 

daerah kabupaten, kota dan desa. 
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Desentralisasi adalah salah satu bentuk pengorganisasian 

Negara, karena itu pengertian desentralisasi berkaitan dengan Negara. 

Negara adalah tatanan hukum (legal order), sehingga desentralisasi itu 

menyangkut sistem tatanan hukum dalam kaitannya dengan wilayah 

Negara.5 

Desentralisasi sebagai suatu sistem dan asas yang dipakai dalam 

bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari asas sentralisasi. 

Sentralisasi adalah pemusatan kewenangan Pemerintah baik di pusat 

dan di daerah dipusatkan ke dalam satu Negara, yaitu Pemerintah Pusat, 

di mana pejabat daerah hanya melaksanakan kehendak Pemerintah 

Pusat. Desentralisasi adalah sistem, dimana Pemerintah Pusat 

melimpahkan kepada daerah otonom untuk dilaksanakan. Jadi pada 

desentralisasi terjadi penyerahan dan pelimpahan wewenang 

(delegation of authority) berupa penyerahan beberapa urusan pusat ke 

Pemerintah Daerah, sehingga tampak adanya pemencaran kekuasaan ke 

daerah (dispersion of power). 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membatasi 

pelimpahan wewenang tersebut, kecuali urusan yang mencakup bidang 

politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan 

fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Artinya bidang-bidang 

urusan tersebut menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat. 

                                                             
5 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni Alih Bahasa Sumohadi, Redinpress, Jakarta, 1995, hlm. 

2003 



10 

 

Urusan-urusan pusat ini dalam pelaksanaannya di daerah 

dilimpahkan wewenang oleh pusat kepada Gubernur selaku wakil dari 

Pemerintah Pusat di Daerah. Prinsip ini dikenal dengan prinsip 

dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi pada dasarnya merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dengan asas desentralisasi dan asas pembantuan, 

karena secara konseptual dan operasional di dalam Negara kesatuan 

tidak mungkin hanya berlaku asas desentralisasi secara mutlak. 

Dekonsentrasi adalah sekedar perlunakan sentralisasi menuju ke arah 

desentralisasi.6 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang 

Penyelenggaraan Dekonsentrasi, mendefinisikan Dekonsentrasi adalah 

pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil 

Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di Daerah. 

Pasal 2 nya menyebutkan bahwa : 

(1) Pemerintah dapat melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur 

dan atau perangkat Pusat di Daerah, disertai dengan pembiayaan 

yang sesuai dengan besaran kewenangan yang dilimpahkan. 

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksu pada ayat (1) dapat 

dilakukan kepada seluruh Gubernur dan/atau Perangkat Pusat di 

Daerah atau kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah 

tertentu. 

                                                             
6 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah, Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar 

Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 21 
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(3) Kewenangan yang dapat dilimpahkan oleh Pemerintah kepada 

Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah meliputi sebagian 

kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, 

peradilan, moneter dan fiskal, agama dan sebagian kewenangan 

bidang lain. 

(4) Menteri / Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen sesuai 

dengan bidang kewenangannya dapat memprakarsai pelimpahan 

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Jangkauan pelayanan penyelenggaraan kewenangan yang 

dilimpahkan dalam hal tertentu dapat melampaui wilayah 

Administrasi Pemerintahan. 

1.2. Teori Kewenangan 

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, 

kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh Peraturan 

Perundang-undangan, seperti di Indonesia dikenal ada tiga kekuasaan 

yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif. 

Sedangkan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu 

tindakan hukum publik.7 Ini berarti bahwa dalam kewenangan 

terkandung makna kekuasaan. Kekuasaan dimaksud adalah kekuasaan 

yang diberikan dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. 

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak 

sama dengan kekuasaan (machts). Kekuasaan hanya menggambarkan 

                                                             
7 Ateng Syafrudin, Pasang Surut Otonomi Daerah, Dikutip dalam Juanda, hlm. 271 
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hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam kaitan dengan otonomi 

daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri 

(zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan 

kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan 

pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk 

menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan 

Negara secara keseluruhan.8 

Seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas 

berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal 

dari Peraturan Perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi 

Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan. Secara teoritis, 

kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan 

tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. 

1.3. Teori Kebijakan Publik 

Carl Friedrich9 mendefinisikan kebijakan publik adalah suatu 

arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan 

hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan 

yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka 

mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud 

tertentu. Dalam hal ini, Pemerintah berhak memberi hambatan dan 

                                                             
8 Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, 

Dikutip dalam Ridwan HR, hlm. 102 
9 Winarno Budi, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta : 2002, 

hlm. 36 
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kesempatan terhadap kebijakan tersebut, Pemerintah masih bisa 

dikatakan otoritatif meskipun kebijakan tersebut memiliki tujuan dan 

sasaran demi kepentingan masyarakat. 

Menurut Mustopadidjaja, pengertian Kebijakan Publik adalah 

“Suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan 

tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan oleh 

instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

Negara dan pembangunan”.10 

John Erik Lanc11 membagi kebijakan public ke dalam beebrapa 

model pendekatan, yaitu : 

1) Model incremental yang melihat formulasi kebijakan sebagai 

kombinasi variabel internal dan eksternal dengan tekanan pada  

perubahan gradual dan kondisi status quo. 

2) Model rasional. 

3) Model garbage can dan 

4) Model collective choice, aksentuasinya lebih diberikan pada proses 

atau mekanisme perumusan kebijakan. 

Pendekatan dalam memahami kebijakan publik yang 

diungkapkan di sini, selain memaknai kebijakan publik sebagai 

mekanisme dan proses yang bersifat teknokratis, pendekatan tersebut 

                                                             
10 Mustopadidjaja AR, 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, 

Implementasi Dan Evaluasi Kinerja, Lembaga Administrasi Negara, Republik Indonesia, Jakarta : 

Duta Pertiwi Foundation, hlm. 5. 
11 Lele, Gabriel, Post Modernisme dalam Pengembangan Wacana Formulasi Kebijakan. 

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta : 

1999, hlm. 102 
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juga berusaha untuk menjelaskan relasi atau kombinasi faktor internal, 

dalam arti Pemerintah dan faktor eksternal yaitu masyarakat. Dari 

pendekatan tersebut, bisa dilihat bagaimana Pemerintah mencoba keluar 

dari sifat otoritatifnya dan berusaha untuk berinteraksi dengan 

masyarakat. 

Pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan 

publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, 

berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada 

pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai 

tujuan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Joko 

Widodo12 bahwa kebijakan Negara merupakan bagian keputusan politik 

yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat 

Negara. Kesimpulan dari pandangan ini adalah : Pertama, kebijakan 

publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Kedua, 

kebijakan publik sebagai keputusan Pemerintah yang mempunyai 

tujuan tertentu. 

Untuk mengimplementasikan kebijakan M. Irfan Islamy13 

membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu : 

a. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan 

dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan, maka 

kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan 

sendirinya, misalnya pengakuan suatu Negara terhadap 

kedaulatan Negara lain. 

                                                             
12 Joko Widodo,  2001. Good Governance. Surabaya : Insan Cendekia, hlm. 190 
13 Islamy, Irfan M. 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta : Bumi 

Aksara, hlm. 102-106 
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b. Bersifat non self-executing, yang berarti bahwa suatu 

kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh 

berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai. 

 

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam 

Solichin Abdul Wahab)14 mengemukakan sejumlah tahap implementasi 

sebagai berikut : 

Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan : 

a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan 

tujuan secara jelas; 

b. Menentukan standar pelaksanaan; 

c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu 

pelaksanaan. 

Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan 

struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode. 

Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan : 

a. Menentukan jadwal; 

b. Melakukan pemantauan; 

c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran 

pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat 

penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan 

yang sesuai dengan segera. 

 

 

                                                             
14 Solichin, Abdul Wahab. 1997. Analisis Kebijakan Dan Formulasi ke Implementasi 

Kebijakan Negara. Malang. hlm. 36 



16 

 

2. Kerangka Konseptual 

1. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dobentuk 

oleh Dewan Perwakilan Raktyat Daerash (DPRD) dengan persetujuan 

bersama Kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota). 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 

Daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintah 

Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia (Pasal 18 ayat (3) UUD. 

1945). 

F. Metode Penelitian 

Didalam pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini digunakan 

metode sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif. Pada penelitian hukum ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang 

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum 

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan 

berperilaku manusia yang dianggap pantas.15 Konsep ini memandang 

hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan 

oleh lembaga atau oleh pejabat Negara yang berwenang. Konsepsi ini 

memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, 

tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.16 

                                                             
15 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118 
16 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta,  hlm. 13-14 
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Metode pendekatan dalam penelitian ini9 menggunakan perundang-

undangan (statute approach) yaitu menelaah semua undang-undang dan 

peraturan yang ada hubungannya dengan pembentukan peraturan 

perundang-undangan dan juga adanya gambaran sebagai suatu sistem yang 

tertutup dengan sifat comprehensive, all-inclusive dan systematic. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Untuk mendekati pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, 

spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif, menurut 

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa ilmu hukum mempunyai 

karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai 

ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai 

keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum, dan norma hukum. 

Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan, 

rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.17 

3. Jenis Bahan Hukum 

1) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan 

hukum sekunder karena pendekatan yang akan dilakukan adalah 

pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum sekunder dibidang hukum 

dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi :18 

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari : 

a) Norma dasar Pancasila; 

                                                             
17 Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, hlm. 22. 
18 Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, hlm. 11-12 
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b) Peraturan dasar, Batang Tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan 

MPR; 

c) Peraturan perundang-undangan; 

d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan; 

e) Yurisprudensi; 

f) Traktat. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari : 

a) Rancangan peraturan perundang-undangan; 

b) Hasil karya ilmiah para sarjana; 

c) Hasil-hasil penelitian. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : 

a) Bibliografi; 

b) Indeks kumulatif. 

2) Bahan Hukum Primer 

Dalam penelitian ini juga diperlukan bahan hukum primer yang 

berfungsi sebagai pelengkap/pendukung bahan hukum sekunder. Bahan 

hukum primer diperoleh melalui wawancara yang bersumber dari 

keterangan-keterangan Ketua Badan Legislasi DPRD Provinsi Sumatera 

Selatan dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.. 
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4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan inventarisasi 

peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan serta literatur yang terkait 

dengan pembentukan peraturan daerah. Selain itu digunakan juga berupa 

studi kepustakaan, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah sarjana dan 

studi dokumen, termasuk di dalamnya karya tulis ilmiah maupun jurnal 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai 

pembentukan peraturan perundang-undangan. 

b. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara 

dengan Ketua Badan Legislasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan 

Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

5. Metode Penyajian Bahan Hukum 

Bahan hukumbyang diperoleh selanjutnya akan disajikan dalam 

bentuk uraian yang disusun secara sistematis, maksudnya bahwa bahan 

hukum sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang 

lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan sehingga tercipta satu 

kesatuan yang utuh. 

6. Metode Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang telah diperoleh akan di inventarisir dan di 

analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami 

dan merangkai data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis 
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yang berasal dari norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan dan 

teori perundang-undangan dan nantinya akan ditarik kesimpulan. 

G. Sistematika Penulisan 

Pada penulisan tesis ini akan dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan, terdiri dari :  Latar Belakang; Rumusan Masalah;  

Ruang Lingkup; Tujuan dan Kegunaan Penelitian; Kerangka 

Teoritis dan Konseptual; Metode Penelitian dan  Sistematika 

Penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari : Tinjauan Umum Tentang Pemerintah 

Daerah, Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD), Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. 

Kedudukan Perda Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-

Undangan. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari : Peranan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan 

Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda dan Prosedur 

Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. 

Bab IV Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran. 
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